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ABSTRAK 

 

(A) Nama: Rio Aldi (NIM : 205170181) 

(B) Judul Skripsi: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gardu Induk PLN 

Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Berdasarkan UU No.2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum dan Permasalahannya (Contoh Kasus Putusan Nomor 

642/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel). 

(C) viii + 90 halaman 2021 

(D) Kata kunci: Pengadaan Tanah, Hukum Pertanahan, Pelepasan Hak, Kepastian 

Hukum 

(E) Isi: 

Dalam membangun kepentingan umum pemerintah akan melakukan 

pengadaan tanah. Namun seringkali pembangunan untuk kepentingan umum 

tidak didasarkan pada mekanisme pengadaan tanah. Dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 642/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel 

menunjukan adanya pihak yang membangun kepentingan umum yang tidak 

berdasarkan mekanisme pengadaan tanah, yakni tidak adanya pemberian ganti 

kerugian dan pelepasan hak atas tanah. Dalam kasus tersebut, PT PLN sebagai 

intansi yang membutuhkan tanah hanya menggunakan fisik tanah milik pihak 

lain, yakni PT PDP untuk membangun Gardu Induk Listrik di Kecamatan 

Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Perjanjian untuk membangun gardu 

induk tersebut hanya dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima 

Penggunaan Fisik Tanah yang diserahkan secara sukarela. PT PDP sebagai 

pemegang hak atas tanah menuntut agar tanahnya dapat dibebaskan dan 

memperoleh ganti kerugian. Dalam putusannya, Majelis Hakim hanya 

menyatakan bahwa tanah yang dibangun gardu induk tersebut sah milik PT 

PDP, terkait ganti kerugian dan pelepasan hak tidak dikabulkan. Bagaimana 

mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk PLN PLN 

berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo. UU No 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan ? Bagaimana kepastian hukum dari Pembangunan Gardu 

Induk Listrik PLN Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten  di 

atas tanah yang belum dilepaskan oleh pemegang hak atas tanah? Penulis 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penulis menggunakan 

data wawancara sebagai data penunjang. Hasil dari penelitian 

mengungkapkan adanya ketidakpastian hukum dalam pembangunan Gardu 

Induk Listrik PLN Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang  di atas 

tanah yang belum dilepaskan oleh pemegang hak atas tanah. 

(F) Acuan: 32 Buku (1753-2017), 5 Peraturan Perundang-Undangan, 12 Jurnal 

dan 6 Wawancara. 
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